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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nornor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 19~1 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan 
T .ernbaran Negara Nomor 3839); 

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi 
clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) 
Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarnbi 
daJJ. J\-t~upaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Tahun 
1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); 
"' ,f. 

d. bahwa sehubungan dengan hat tersebut pada huruf a, b dan c di 
atas perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo. 

c. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dalam Kabupaten Tebo Pajak Pengarnbilan dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C rnerupakan salah satu sumber Pendapatan 
Daerah; 

b. bahwa unruk rnenjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada 
masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli 
Daerah dalam Kabupaten Tebo; 

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipanclang perlu 
meningkatkan Penyelenggaraan Pernerinrahan, Pelaksanaan 
Pernbangunan, clan Pembinaan kemasyarakatan guna menjarnin 
Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang; 
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Talnm 1999 Tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan 
Pcndapatan lain-lain. 

13. Keputusan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 173 Tahun 1m tcntang 
Tata Cara Pemcribaan di Bidang Pajak Daerah. 

12. Kcputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 170 Tahun 1m tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah; 

11. Kcputusan Mcnteri Dalam Negori Nomor 14 Tahun 1983 tcmtang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kcwenangan 
Pemcrintah dan Kewenangan Propinai sebapi Dacrah Otonom 
(Lembaran Negara Tahwi 2000 Nomor 54, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 39,2)~ 

10. Keputusan. Presiden Nomor 44 Tabun 1999 ten.tang Tckhnik 
P~ Peraturan Pcrundang-undangan dan Bcntuk 
Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pcmerintah dan 
Rancanga.n Keputusan Prcsidcn (Lcmbaran Negara Tahun 1999 
Nomor70); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Talum 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691 ); 

7. Undang-undang nomor 2S Tahun 1999 tentang Pcrimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Dacrah (Lcmbaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun tm tentang Penagihan Pajak 
Dfflgan Sui-at Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, 
T ambahan Lcmbaran Negara Nomor 3686); 

S. Undang-undang Nomor 18 Ta.bun 1997 tentang P~ Dacrah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 368S); Juncto Undang­ 
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcrubahan Atas Undang ... 
undang Nom.or 18 tahun 1997 tcntang Pajak Daerah Dan Rctn"bu.si 
Dacrah (Lcmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 4048); 
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k. Surat Pemberitahuan Pajak. Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan olch wajib pajak untuk 
me)aix,rkan pemitungan dan pemhayanm pajak yang terntang 
mcnurut peraturan perundang-undanpn pe.rpajakan Daerab; 

i Bahan Oalian Oolongan C adalah Bahan Galian Oolongan C 
sobagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang·undangan 
yang berlaku; 

j. Eksploitasi Bahan Oalian Golongan C adaJah pcngambilan Bahan 
Oalian Golongan C dari sumbcr alam didalam dan atau permukaan 
bumi untuk dimanfaatkan; 

g. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tcrtcntu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

h. Pajak Oalian Golongan C dan Pengolahan Bahan Oalian C yang 
selaajutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pengambilan dan 
Pcngolahan Bahan Galian Golongan C; 

f. KASD A adalah Ka.q Daerah Kabupatcn Tebo; 

e, Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tebo; 

a. Kabupaten adalah Kabupatcn Tebo 

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo. 

c. Bupati adalah Bupati Tebo; 

d. DPRD adalah Dewan Perwakil.1!1 Rakyat Dae.rah Kabupaten Tebo; 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan : 

Paaal 1 

KF.TENlUAN UMUM 

BARI 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENT ANG 
PAJAK PENGM.tfBILA .. "l DA.~ PENOOLAHAN BARAN 
GALIAN GOLONGAN C 

MEMUTUSKAN: 

Dcngan Persetltjuan 

DEW AN PERWAKJLA."l RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TEBO 

.3. 

Menetapkan 



a Asbes 
b. Batu tulis 
c. Batu setengah pennata; 
d. Batu kapur; 

(1) Dcngan nama ~jak Pengambilan dan Pengolahan Galian 
Oolongan C dipungut Pajak atas kegiatan cksploitasi; 

(2) Obyek Pajak adalab. kegiatan ekploitasi Bahan Oalian Golongan C; 

(3) Bahan Oalian Oolongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 

Pasal 2 

NAMA, ORYF.K DAN SlIBYEK PAJAK 

BABU 

r. Surat Tagih.an Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakuk.an untuk tagilwl pajak atau sanksi 
administrlli berupa bunga dan atau denda. 

q. Surat Kctetapan P~iak Daerah Nihit yang sclaqjutnya ditingk.at 
SKPDN adalah smat kcputusan yang mcnentukan jum1ah pajak 
yang tcrutang sama bcsar dcngan jumlah krcdit pajak, atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

p. Surat Kctetapan P~iak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
di~ingkat SKPDT J~ adalan ~urat keputu!ilan yang menentukan 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lcbih besar dari 
pajak yang terutang atau tidalc flChamsnya terutaag; 

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
sclanjutnya disingkat SKPDKBT ada1ah SW'at kcputusan yang 
mencntukan tambahan atas _jumlah pajak yang tclJth ditctapkan~ 

n. Surat Kctetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjumya 
disingkat SKPDKB adalah aurat keputuaan yang mcnentukan 
bosamya jumJah pajak yang tcnrtang, jumlah kredit pajak, jumJah 
kekurangan pembayaran pokok ~j~ besamya sanksi adminia&rasi 
dan jumlah yang masih harus dibayar; 

m. Surat Ketctapan Pajak Daerah yang aelaltjutnya disingkat SK.PD 
adaJah surat keputuan yang menentulcan beaamya jum1ah pajak 
yang terutang; 

L Surat Sctoran Pajak Dacrah yang sclaajutnyan diaingkat SSPD 
ada1ah surat yang digunabn oleh W~iib Pajak untuk mclakubn 
pc,mbayaran atau pcnyetoran pajak yang t.erutang kc Kas Dacrah 
atzu kc tcmpat lain yang ditetapkan oleh Bupati; 
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(2) Nilai Jual sebagaimana dimabud pada ayat (1) dihitung dcngan 
mcngalikan volumcltonasc basil ckploitasi dcngan ni1ai pasar atau 
hatga atandart muing-masingjenis Bahan Galian Golongan C; 

(3) NUai pasar scbagaimana dimabud pada ayat (2) pada masing­ 
masiag jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara pcriodik 
olah Bupati seauai dengan batga rata-rata yang bodak.u dilokui 
setempat; 

(l) Dasar pengenaan pajak adalab nilai jual basil eksploitasi Bahan 
Galian Golongan C; 

Pasal4 

DASAR PENOENAAN TAR.IF PAJAK 

BA BID 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C; 

(2) W ajib Pajak adalah .orang pn'badi atau badan yang 
menyclenggarakan cksploitasi Bahan Galian Golongan C. 

PMA13 

e, Batu apung; 
t: Batu pcnnata; 
g. Bcntonit; 
h. Dolomit; 
i. Feldspar 
j. Oaram batu (halite); 
k, (',rafit; 
I. Granit; 
m. Gips; 
n. Kalait, 
0. Kaolin; 
p. Leusit; 
q. Megnesit; 
r. Mika; 
8. Manner; 
t. Nitrat; 
u. Opsidiean; 
v. Oker; 
w. Pasir dan kerildr; 
x, Pasir kuarsa; 
y. Perlit; 
z, Fosfat; 
aa. Talk; 
ab. Tanah serap (fuller earth); 
ac. Tanah diatome; 
ad. Tanah liat; 
ae, Tawas (alum); 
af. Tras; 
ag. Y arosit; 
ah. Zeolit. 
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(3) SPTPD sebagaim.ana dhnakmd ayat (1) hams disampailcan kepada 
Bupati selambat-lambatnya IS (lima belas) hari setelah 
berakhimya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pcngisian SPIPD ditetapkan olch Bupati 

(2) SPTPD sebagaimana dimabud pada ayat (1) harus diisi dcngan 
jelas, benar dan lengkap Berta ditanda tangani oleh Wajib Pajak 
atau Kuasanya. 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengi&i SPTI>D; 

Paaal9 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi 
Bahan Galian Golongan C dilakukan. 

Pasal 8 

Masa Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 

MASAPAJAK, SAATPAJAK TERUfANGDAN 
SURAT PEA.fBERIT AIR.TAN PAJAK DAER.AH 

Pasal 7 

BABY 

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Dacrah; 

(2) Besamya Pajak tcnJtang dihitung dengan cara mcngalihkan Tarif 
Pajak 8Cba.gaimana dalam pasal S dengan dasar Pengenaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 

Pasal 6 

WILAY AH PEMUNGUf AN DAN 
CARA PERHITIJNGAN PAJAK 

BAB IV 

Besamya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh persen). 

Pasal S 

( 4) ttarga Standart sebagaimana dimaksud pada ayar (2) ditetapkan 
oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan 
Galian Golongan C; 
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b. Apabila SPTPD tidak. diumpaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan tclah ditegur sccara t.ertulis, dilcenakan sanlcsi 
administrasi berupa bunga aebesar 2 % (dua pcncn) scbulan 
diltitung dari pajak yang lrurang atau terJambat d.Jbayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulm dihitung 
scjak saat terutangnya paja.k. 

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD udak dipeouhi pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan 4an dikenakan sanksi 
administrasi berupa kcnaikan sebesar 25 % (dua puluh lim.a 
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrati benlpa 
bunga sebesar 2 % (dua perscn) scbulan dibitung dari pajak 
yang kurang atau terJambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 ( dua puluh empat} bulan dihitung sejak saat 
torutangnya pajak. 

a. Apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau kctcrangan lain 
pajak yang terutang tidak atan kurang dibayar, dilcenabn 
sanksi administraai bcrupa bunga sebcsar 2 % (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tcrlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua puJuh cmpat) bu1m 
dihitung scjak saat tcnitangnya pajak. 

(3) SKPDKB sebagaimana dunaksad pada ayat (2) huruf a diterbitkan: 

a. SKPDKB 
b. SKPDKBT 
c, SKPDN 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahwt sesudah saai terut.angnya 
pajak, Bupati dapat menerbit.kan : 

(I) Wajib Pajak yang membayar scndiri SPTPD &ebagaimana 
dirnaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakau untuk mengbitung 
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, 

Pasal 11 

(2) Apabila SK.PD sebagaimana dimabud pada ayat (1) tidak atau 
knrang dibayar setelab lewat waktu paling Jama 30 (tiga puluh) 
hari sejak SKPD dimriina, dikcnakan sanbi sebesar 2 % (dua 
persen) sehulan clan ditagih dengan mcnerbitkan STPD. 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagiamana dimabud da1ain pual 10 ayat 
(1), Bupati menetapkan pa_jak tesutang dengan menerbitkan SKPD. 

Pasal 10 

TAT A CARA. PERHITIJNGA."'1 
DAN PENET AP AN PAJAK 

BAB VI 

.7. 



(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaima.na dimaksud pada ayat (2), 
hams dilakukan secara tcratur dan bertmut-tumt dcngan dikenakan 
hunga sebesar 2 % (dua pmen) Mhulan dari jumlah pajak yang 
belutn atau Jrurang bayar; 

(2) Bupati dapat memberikan persctujuan kepada \\'ajib P•jak unwk 
mengangsur pajak terutang dalam kunm wa.ktu tatcntu, sctclah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau Jonas. 

Pasal 13 

(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksad pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan dengan menggmiakan SSPD. 

(1) Pembayaran pajak dila1.'Ukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
dituttjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 
SP1PD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD; 

(2) Apabila pcmbayaran pajalc dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 
basil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Dacrah sclambat· 
lambamya 1 x 24 jam atan dalam waktu yang ditentukan oleh 
Bupati; 

Pasal 12 

TATACARAPEMBAYARAN 
BAB VU 

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimabud 
ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apahi1a melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindak. pemeribaan. 

(S) SKPDN scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hmuf c diterl>itbn 
apabila jumlah pajak yang tcrutang sama besamya dcngan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang clan tidak ada krcdit pajak. 

(6) Apabila kewajihan memhayar pajak terutang da1aJn SKPDKB dan 
SKPBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hund' a dan b 
tidak atau tidak sepcnubnya dibayar daJain jangb wak1u yang 
tclah ditentukan, ditagih dengan mencmitkan STPD ditatnbah 
dengan sanksi administras! bcrupa bunga 2 % (dua pcrscn) 
scbu1an. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hwuf b 
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang sctnula 
belum tenmgkap yang menyebabkan penambahan jumJah pajak 
yang terutang, akan dikenakan sanbi adminitdrasi beru.pa 
kenaibn sebeur 100 % (seratus persen) dari jumlah kekul'angan 
pajak tersebut, 
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Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paba, Pejabat scgcra 
mcnerbitkan Surat Perintah Melabanabn Pcnyitaan. 

Pasal 17 

(2) Pejahat menerbitkan surat paba segera setelah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau 
surat Jain yang sejcnis. 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih barns dibayar tidak dilunasi 
dalatn sjangka waktu sebagaimana ditcntukan dalam surat teguran 
atau 8\U'at +peringatan atau surat lain yang sejcnis, jum1ah pajak. 
yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. 

Pasal 16 

(3) Surat teguraa, surat peringatan atau surat lain yng sejcnis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pcjabat 

(2) Dalaln jangka waktu 1 (tujuh) hari sctelah tanggal surat teguran 
atau surat peringatan atau surat Jain yang sejenis, wajib pajak hams 
melunasi pajak yang terutang, 

( l) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang scjenis 
sebagai swal tindakan pelaksanaan pengaihan Pajak dikeluarkan 7 
(lujuh) nan ~jakjcatuh tempo pembayaran. 

Pasal lS 

TATA CARA PENAGIHANPAJAK 

"l'J:1 ARVTIT 

(I) Setiap pembayaran pajak sebagaanena ditnabud daJam pasal 14 
diberikan tanda hukti pembayaran dan dic.atat dalam buku 
penerimaan. 

(2) Bcntuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerim.aan paiak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
oleh Bupati. 

Pasal 14 

(5) Persyaratan untuk dapat meng.angsur dan menunda pcmbayaran 
serta tata cars pemhayaran angsuran dan pcnundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oieh Bupati. 

(4) Bupati dapat mcmberikan persetu_juan kepada Wajt'b Pajak untuk 
menunda pambayaran ~jak sampai batas waktu yang ditentuk.an 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jum1ah pajak yang 
behnn atau lmrang hayar; 
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c. Mcngurangkan atau .menghapuskan sanksi adminis1rasi benlpa 
bunga, denda dan kcnaikan pajak yang tcrimtang damn hal 
sanksi terscbut dikenakan karma kekhilafan Wajib Pajak atau 
bubn kesalahannya. 

b, Membatallcan atau mengurangkan k:etctapan pajak yang tidalc 
benar, 

(1) Bupati karenajabatan atas pcrmohonan WaJib P~jak dapat: 

a. Membctulkan SK.PD a.tau SKPDKB atau SKPDKBT atau 
STPD yang dalam pcnerbitannya terdapat kcsalahan tulis, 
bsalahan hitung, Jan atau .kekeliruan dalam penerapan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

Pasal 22 

TAT A CARA PEMBETIJLAN, PB-IBATAl..A.l\1, 
PENGURANGAN KETETAPAN, DANPENGHAPUSAN 

AT AU PF.NGURANGAN SANKST ADMINTSTRASI. 

BAB X 

{l) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mcmberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangsn, k«inganan dan pembebasan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di.tetapkan olch Bupati. 

Pasal 21 

PENOT TR A NGAN, KERING AN t\ N DAN 
PfuvlBEBASAN PAJAK 

BAB IX 

Bemuk, jenis daa isi f onnulir yang dipergunakan untuk. pcJaksanaan 
pcmagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 20 

Setelah Kantor Letang N'-"Wl1'a menetapkan hari tanggal, jam elm 
tcmpat pclaksanaan Lelang, juru sita membcritahukan denpn scpra 
secara tertulis kcpada wajib pajak. 

Pasal 19 

Setebh dilakukan penyitaan dan wajib pajak bclmn juga mclunasi 
hutang pajaknya, setelaa lewat 10 (sepuiuh) hari ICjak 1anggal 
peJabanaa.n surat perintah me.taksanakan penyi~ Pejabat 
mengajukan pennintaan penetapan tanggaJ pelelangan kepada Kantor 
T ..clang Negara. 

Pasal 18 
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(1) Wajih Pajak dapat mengajulcan banding kcpada badan 
pen:yelesaian sengketa paja.k da1am jangka waktu 3 (tiga) buJan 
-tP.lsh dttfl!t"tmJ11tV.11 lamntncl.lft t- ... .._ .. + ... - 

Pasal 24 

(S) Pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak 
menunda kewajiba11 membayar pajak. 

{4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua betas) bulan sebagaimana 
din1.aksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak ltkaltberikan 
keputusan permohoaan keberatan dapat dikabuUcan .. 

(3) Bupati atau Pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua betas) 
bulan ~ax tanggal SW"at pcrmohonan keberatan sebagaimana 
dimal:sud pada ayat (2) <liter.ma sudah memhcrikan keputusan. 

(2) Permohonan kcberatan sebagpimana dunabud pada ayat (1) barus 
disampaikan secara tertulis dawn Bahasa Indonesia paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDF..B, SKPDKBT, SKPDLB 
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kocuali apabila Wajib 
Pajak dapat mcnunjukan bahwa jangb waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena kead.an diluar kekuasaaunya. 

a. SKPD 
b. SKPDKB 
c. SKPDKBT 
d. SKPDLB 
e, SKrDN 

(1) \Vajib Pajak dapat mengajukan kcberatan .hanya kcpada Bupati 
atau Peiabat atas sesuatu : 

Paaal 23 

KEBF..RATAl'\l DAN BANDING 

BAB XI 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimabud 
pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak rnemberikan keputusan, 
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap 
dikabulkan, 

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 
pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah 
harus memberikan keputusan. 

(2) Pmnohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan kctetapan dan 
penghapusan at.au pengurangan sanksi administarsi atas SKPD, 
SKPDKD, SKPDKBT, dan STPD scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l} harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada 
Bupati atau Pcjabat selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari sejak 
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dongan 
memberikan alasan yang jelas. 
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(6) Apabila kelebihan pembayaran pajak di1akukan sctelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan scjak ditcrbitannya SKPDLB Bupati atau 
Pejabat memberikan imbalan bunga tiebesar 2 % ( dua perscn) 
seoolan atas keterlambatan pembayaran kelebiban pajak. 

(5) Pengemballan kelebihan pembayaran pajak dilalrukan setelah lewat 
waktu paling lam.- 2 ( dua) ooJan sejak diterbitkaimya SKPDLB 
dengan menerbitkan Surat Perint.ah Mcmbayar Kelebi1tan Pajak 
(SP.MK!'), 

( 4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelcbihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsuag 
diperhitungkan untuk mclunasi tcrlebih dahulu hutang pajak yang 
dimaksud. 

(3) .\pabil.i dalam jangka waktu sebagai.manA dimaksud pada ayat (2) 
dilampaui Bupati atau Pe.iabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalatn waklu paling 
lama l (saru) bulan. 

(2) Bupati atau Pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebi.han 
pembayaran pajak sebagaimana dimabud pada ayat (1) harus 
dibecik:.an keputusan, 

a. Nama dan alamat wajib pajak; 
1>. .Masa pajak; 
c. Besamya kelebihan pembayaran paiak; 
d. Al.asan yangjeJas. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pcnnohonan pengembalian 
kclebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat sccara 
temlis dan menyehutkan irelmrang-kurangnya : 

Pasal 26 

PENGFMBAUAN KEIEDlllk~ PmvIDAY ARAN PAJAK 

BABXIl 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dituabud da1am pua1 24 
atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 2S digaboogkan 
bagian atau seluruhnya, kelebihan pcmbayaran pajak dikembalikan 
dcngan ditambah nnbalan bunga sebcsar 2 % ( dua pcraen) scbulan 
untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan. 

Pasa125 

(2) Pengajuan banding sebagiamana dimaksud pada ayat (1) tidak 
memmda kewajiban membayar pajak. 
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e, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dt'bidang perpajak:an 
Daer ah; 

b. Menelit~ mcncari dan. mengumpulkan kcterangan mengcnai 
orang pribadi atau bada.n tentang kebenaran perbuatan yang 
d.ilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajak:an 
Daerah terscbut; 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan. meneliti keterangan 
atau Japoran berkenaaa dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah agar keterangan atau Japoran tcncbut 
meltjadi lengkap dan jelas; 

(2) Weweoang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemcrintah 
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
me.lakukan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah sebagaimana 
dimak.sud dalatn undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tcntang 
Hukum Acara Pidana. 

Pasal 29 

PENYIDIKAN 

BAB XIV 

a. Diterbitau surar teguran Jan surat paksa atau; 
b. ada pcngakuan hutang pajalc dari wajib pajak baik langsung 

maupun tidak langsung, 

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 

(1) Rak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluaraa setclah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak aaat 
tcrbutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak mcJakulcan tindak 
pidana clibidang pajak daerah. 

Pasal 28 

KADALUARSA 
BAB XIII 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang 
pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalatn pasa1 26 ayat ( 4), 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti 
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 27 
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(l) W~iib P~jak yang karcna kcalfaannya tidak menyampailcan SPTPD 
atau mengisi tidak benar at.au tidak !englcap atau mclampirkan 
keterangan tidak benar sehingga meiugilcan keuangan daerah dapat 
di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
atau denda paling banyak 2 (dua) kalijum.hth pajak yang terhutang. 

(2) Wajib Pajak yang dcngan sengaja tidak mcnyampaik.an SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lcngkap atau 
mclampirkan ketcrangan tidak benat sehingga mcrugikan 
keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana pettjara paling 
lama 2 (dua) tahun rum atau denda paling banya 4 (empat) kali 
jumlah pajalc yang terhutang. 

Pasal 30 

KETF.NTIJAN PIDANA 

BAB XV 

(3) Penyidik sebagaimana dimabud pada ayat (I) memberitahubn 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidilcan 
kepada Penwrtut Umwn, sesuai dengan ketcntuan yang diatur 
dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tcmtang Hukum Acara 
Pidana, 

k, 1',felakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tinda pidana dibidang ~jakan Dacrah menunst 
hukum yang dapat dipertanggungj.m•abbn. 

J. Menghentikan penyidikan; 

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

h. Memotret seaeorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 

g. Menyuruh bcrhmti, melarang seseorang meninggalkan mangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa idcnlil.cul orang Jan atau dokumen yang dibawa 
seba~aimana dimaksud pada hnruf e: 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclabanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dtbidang perpaja.kan Daerah; 

e, Melakukan pcnggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pemhukuan, pencatatan dokumen-dokumen Lain serta 
melakukan penyitaan ternadap bahan bukti teraebut; 

d. Memeriksa huku-huku, catatan-catatan dan dokumcn-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di'bidang pcrpajakan 
Daerah; 
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LEMBARAN DAER.AH KABUPATEN TEBO 
T AHUN 2001 NOMOR 12 SERI A NOMOR 6 

DRJNDANGKAN DI Ml.JARA TEBO 
PADA TANOOAL 9 JUI.l 2001 

Ditctapkan di Muara Tebo 
Pada 7 Juli 2001 

Peraturan Daenlh ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mcngctahuinya, mcmcrintahbn pcngundangan 
Peraturan Daerah ini dcngan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo. 

Hal-hal yang belunt diatur dalam Peraturan DleJ'ab ini scpaiuang 
mengenai pclaksanaannya akan diatur lcbih Janjut olch Bupati. 

Pasal33 

Pasal32 

KETENlUAN PENUTIJP 

BAB XVI 

Tmdak pidana scbagaimana dimaksud da1am pasa1 29 tidak dituntut 
sctclah melampaui jangka waktu 10 (acpuluh) tahun sejak saat 
tcnitangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berkabimya bagian 
tahun pajak atau berakhimya tahun pajak. 

Pasal 31 
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Ayat(3) 
Cukupjelas 

Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitali Bahan Oalian Oolongan C adalah 
pengambilan Bahan Galian Golong-m C sumber awn didaJam dan atau 
pennukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat(2) 

Pasal 2 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Il. PASAL DEMI PASAL 

Schubungan dengan itu untuk memberi landasan hukum yang kuat dan 
jew, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. 

Sejalan dengan itu, dengan mempcdomani Peraturan Pcmerintah Nomor 
19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 170 tahun 1997 tentang P~ Tata Cara Pemungutan Pajak Daeralt, 
maka untuk tertib dan lancamya pengelolahan Pajak Pengambilan dan 
Pengolahan Bahan Galiaa Golongan C perlu ditcrbitkan Peraturan Daerah baru 
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pernbangunan dewasa ini, Jcarcma pajak 
tersebut merupakan Pajak Daerah yang cukup Potensial sebagai sumber 
pembiayaan untuk mcnunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pcmbangunan 
Daer ah. 

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-u.,idang Nomor 18 tahun 
1997 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang 
Pajak Daerah daa Retribusi Daerah, maka Rerribusi Bahan Galian Golo11gan C 
yang semula merupakan Penerimaan Propinsi Jambi, diserahkan kepada 
Kabupat.en menjadi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian 
GolonganC. 

I. U~fUM 

PAJAK PENOA~IBILAN DAN PENC:iOLAHAN 
DAHAN GALIAN GOLONGAN C 

TENTANO 

NOMOR 12 TAHlJN 2001 

PERATURAN DAER.AH KEBUPATEN TEBO 

PRNJRTASAN 



3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dahun contoh 2 yang tclah diterbitbn. 
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, apaabila dalatn jangka wak.tu 
paling lama 5 (lima) tahun sesud:t'i pajak temtang ditemukan data baru dan 
atau data yang semula belum terungkap yang mcnyebabkan penambahan 
jumlah pajak terutan& maka Bupati dapat mengajukan Surat Ketctapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan. 

.2. Seorang \\1ajib paj:d:: menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada 
talmn pajak 1998 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) talwn, temyata 
dari basil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan 
tidak benar ata.., pajak yang terutang yang kunmg bayar tenebuf., Bupati dapat 
menerhitbn Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Rayar ditambah den.gm 
sanbi administrasi 

Contoh : 
1. Seorang w~jib pajak tidak menyampailcan Surat Pemberi.tahuan Pl\iak Daerah 

pada ta.bun pajak 1998 ~etef c\h diteznr dalam jm1gka waktu tertentu jnga belum 
menyampaikan surat pemberitahuan ~iak daerah, maka dalan1 jangb waktu 
paling lama 5 (limn) tahun Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Atas Pajak Terutang . 

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Dacrah Kurang Hayar Tambahan atau Surat ketetapan Pajak NihiJ hanya tcrhadap 
kasus-kasus tcrtcntu scpcrti terscbut dalam ayat ini, dengan pcrkataan lain hanya 
terhadap Wajih Pajak tertenm yang nyata-nyata atm herdasarkan basil 
pcmeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal atau kcw'\iiban material. 

Ayat (2) 

Paaal 11 
Ayat (1) 

Cukupjclas 

Pasal S std pasal 10 
Cukup jelas 

Ayat (3) dan (4) 
Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berJaku 
dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan apabila nilai puar dari 
basil produksi Behan Galian Golongan C sum diperoleh, maka digunakan harga 
stand.alt yang ditetapkan oleh in~tansi yang berwenang dalam bidang 
penambangan Rahall (""Talim Golongan C 

Ayat (2) 

Pasal4 
Ayat(J) 

Cu1upjelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 
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Pasal 12 sampai dengan 21 
Cukup jela.ct 

Ayat (S) aampai <Ieng.an (7) 
Cukupjelas 

Dalain hal w~_jib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) mi, yaitu dengan ditemukannya data ham 
dan atau data yang semula yang belum terungkap yang berasal dari hasil 
pemcribaan schingga p~jak yang tenrtang bertambalt. maka terbadap wajih pajak 
dikeruwn sanksi administrasi IY.,rupa kenaikan l 00 % (seratus persen) dari 
jumJah lcekurangan pajak. Sa1lksi admiuitrasi hti tidak dikenakan apabila wajib 
pajak melaporkannya sebeJum diadakannya tindakan pemeriksaan. 

Ayat (4) 

Dalam haJ wajib pajak tidak merncnuhi kcwajiban l)','q>ajakannya 
sebagaimana dtmaksud pada avat (3) hnruf c, yaitu waiib ~jak tidak mengjsi 
surat pemberitahuan pajak daerah yang seharusnya dilakubonya, maka 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebessr 25 % (dua puluh 
lima persen) dari pokok pejak yang terutang, Dalam kasus ini, ma1ca Bupati 
menetapkan Pl\iak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Sw·at 
Kctctapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebcsar 25 % (dua puluh lima persen) dai:i pokok paja yang tcrutaug 
juga dikenaka.n jnga dikenakan sanksi administrasi berupa hunga sebesar 2 % 
( dua persen) sebulan dilutung dari pajak yang kurang atau tcrlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 (du.a puluh empat) bulan sanksi adminiltr•i 
bcrupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya 
Surat Ketetapan Paiek Daerah Kurang Bayar. 

Yang dimak . sud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan 
besamya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati arau Pejabat yang ditut\iuk 
berdasarken data ya.ng :uh arau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditinjuJ... 

Hunlfc 

Ayat ini mengatur sanksi remadap wajib pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban pcrpajakaonya yaitu mengenakan sanbi administrasi bcrupa bunga 
sebesar 2 % (du person) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat <hoayar 
untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ata! pajak yang tidak 
atau terlambat dibayw:. Saulsi administrasi berupa bunga dihitu.ng sejak saat 
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kwang Bayar. 

Ayat(3) 
Hurufadanb 

4. \Vajib Pajak berdasarkan basil pemcribaan Bupati temyata jumlah pajak 
tmJtang sama. besamya dengan jumJah krcdit pajak atau paja.k tidak tcrutang 
dan tidak ada kredit pajak , maka Bupati dapat menerbitkaa Surat Ketetapan 
P~ Daerah Niltu. 
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Ketcntuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak 
mcngbidarkan kewajiba.."l. untuk membayar pajak yang tel.ah ditctapkan dengan 
dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerim.aan 
Daerah. 

Ayat (S) 

Ayat(4) 
Cukupjelas 

Ayat ati memberikan kepastian hukum kcpada wajib pajak .maupun f18kus 
elm dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu kebcratn yang diajukan olch 
W-\iib pajak haru diberi keputusan olch Bupati dalam jar.gka waktu paling lama 12 
( dua betas) bulan seiak surat keberstan diterima. 

Ayat(3) 

Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dcngan dasar atau 
bukti bahwa jumlah paj.1k yang rcrutang atau pajak lebih bayar yang ditctapkan 
oleh fiskus tidak benar, 

Ayat (2) 

Apabila Wajil, Pajak bcrpen~ bahwa jumlah pajak dalant aurat 
ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, mab wajib pajak 
dapat mengajukau keberatan hanya kepada Bupati yang mencrbitkan surat 
ketctapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terbadap matcri atau isi dari 
ketctapan dengan membuat pcrhitungan jum1ah yang scharusnya dibayar mcnurut 
perhitungan wajib pajak. Satu keberatan haru diajuk.an terhadap satu jenis pajak 
rum satu tahun pajak 

Ayat (2) sampai dengan ( 4) 
Cukupjclas 

Pasal 23 
Ayat(l) 

Hurufc 
Cuk:up jelas 

Bupati kanma jabatannya, berlandaskaa unsur kcadilan dapat 
mengmangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak bcnar, misalnya 
wajib p.\jak yang ditolak pengajuan keberatannya karcna tidak memcnuhi 
persyaratn formal (memasukan surat kcberatan tidak pada waktunya) mcskipun 
persyaratan material terpenuhi. 

Pasal 22 
Ayat(l) 
Humfa 

Cukupjelas 

Hurufb 
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Yang dimaksud kealfaan bearti tidak, Ialai, tidak hati-hati, atau kurang 
mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan ken:agian 
keuangan Daerah. 

Dcngan adanya sanksi pidana, dibarapkan timbulnya kesadaran wajib 
pajak untu1c memenuhi kewajibannya. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak -..ra laapung alah­ 
wajib ~ dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten, yang dimalcsud dengan 
pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata­ 
nyata langsung mcnyatakan bahwa ia mengaku mempunyai hutang pajak. kepada 
Pemerintah Kabupaten. 
Contoh: 
- Wajib pajak mengajukan pennohonan angsuranlpenundaan pembayaran. 
- Wajib Pajak mengajukan pennohonan keberatan. 

Hurufb 

Dalatn hal diterbit surat teguran dan surat paksa pada · kadaluarsa 
penagihm dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 

Saat lcadaluarsa penagihan pajalc ini perlu ditetapkan untuk · memberi - 
kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih 1agi.. 

Ayat(2) 
Hurufa 

Pasal28 
Ayat(l) 

Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pcngcmbalian kelebihan 
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak ditorbitlamya 
surat ketetapan pajak daerah lebih bayar sampai denpn saat dilakukannya 
pcmbayaran kelebihan. 

Pasal27 

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kclcbihan pcmbayaran 
pajak harus mclakukan pemeriksaan torlcbih dahulu. 

Pasal26 

Imbalan bunga dihitung sejak huJan petunasan . sampai dertgan 
diterbitkannya surat.ketetapan pajak daerah lcbih bayar. 

Pasal 24 
Cukupjclas 

Pisal 25 

'""''"'» ..... s ....... 
------- ., ,-~H 



Ayat(2) 
CUkupjelas 

Ayat.(3) 
CUkupjolaa 

Pasal 32 clan 33 
CUkupjelas 

Peuyidik dibidang Pajak Daerah dalah Pejabat Pegawai Negcri Sipil 
ta1altu dilingkungan Pcmerintahan Kabupatcn yang diangkat oleh Mcnteri 
Kcbalciman ecsuai dcngan Peraturan Peundang-undangan yang bcrlaku. 

Pcnyidikan tindak pidana dioidang pcrpajakan Dacrah dilakunakan 
mcnurut ketcntuan yang diatur menurut undang-undang nomor 8 tabun 1981 
tenting Huk.um Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan. 

Pasa131 
Ayat(l) 

Kotentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kcpaltian hukum bagi 
wajib JNUak, peuuntut ummn dan ha1dm. 

Pasal.30 

Perbuatan atau tindakan aebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
dilakukan dengan scngaja, dikenakan sanski yang tcbih berat dari pada alfa, 
mcnginpt pc,n.tingnya pcnerimaan pajak bagi Daerah. 

Ayat(2) 
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